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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohn, umur 40 tahun, agama Islam, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

05  Agustus  2021 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pariaman pada tanggal  06 Agustus  2021 dengan register  perkara  Nomor

731/Pdt.G/2021/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  tanggal  28  Desember  2001  di  hadapan  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah,

Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 015/15/I/2002, tanggal 05 Januari 2002;  

2. Bahwa alamat KTP Pemohon masih yang lama yaitu Kelurahan

Kampung  Pondok,  Kecamatan  Pariaman  Tengah,  Kota  Pariaman,
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sekarang Pemohon telah berdomisili di Komplek Emilindo Blok B/6 RT

01  RW  020  Kelurahan  Pegambiran  Ampalu  Nan  XX,  Kecamatan

Lubuk  Begalung,  Kota  Padang,  Provinsi  Sumatera  Barat,  dengan

dibuktikan adanya Surat Keterangan Nomor : 629/LPA-CLB/VII/2021,

tanggal 01 Juli 2021, dari Lurah Pengambiran Ampalu Nan XX;  

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan

Termohon  tinggal  di  rumah Pemohon  di  Palembang,  kemudian

Pemohon  dan  Termohon  pindah  pada  tahun  2017  tinggal  dan

menetap  rumah  kontrakan  di   Jln.  Prof.  Dr.  Hamka  No  74  Desa

Padang  Birik-Birik,  Kecamatan  Pariaman  Utara,  Kota  Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;  

4. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;  

4.1. Anak, lahir tanggal 29 September 2002; 

4.2. Anak lahir tanggal 18 Oktober 2004; 

4.3. Anak lahir tanggal 28 Oktober 2005; 

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak

awal tahun 2018, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh: 

5.1.Termohon  kurang  menghargai  Pemohon  sebagai  suami  dari

Termohon; 

5.2.Termohon sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon; 

5..3.Termohon sering memaksakan kehendak kepada Pemohon; 

6. Bahwa puncak  terakhir  pertengkaran  terjadi  sejak  bulan

Maret tahun 2021, Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran

dikarenakan Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, tetapi

Termohon  tidak  mau  mendengarkan,  kemudian  melihat  perilaku

Termohon yang tidak pernah berubah, Pemohon memutuskan untuk

pergi  dari  rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon,  oleh

karena itu Pemohon memutuskan berpisah;  
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7. Bahwa  semenjak bulan  Maret tahun  2021,  antara  Pemohon

dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 bulan 4 hari

lamanya, sampai sekarang;  

8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga

Pemohon di  Komplek Emilindo Blok B/6 RT 01 RW 020 Kelurahan

Pegambiran  Ampalu  Nan  XX,  Kecamatan  Lubuk  Begalung,  Kota

Padang,  Provinsi  Sumatera  Barat,  sedangkan  Termohon  sekarang

bertempat  tinggal  di  rumah  kontrakan  Termohon  di  Jln.  Prof.  Dr.

Hamka No 74 Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara,

Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;  

9. Bahwa  usaha  damai pernah

dilaksanakan, tetapi Pemohon tidak  ingin  lagi  melanjutkan  rumah

tangga dengan Termohon;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (xxxxx) untuk  menjatuhkan

talak  satu Raj'i terhadap  Termohon (xxxxxx) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Pariaman;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk  menghadap ke  persidangan meskipun telah  dipanggil  secara  resmi

dan  patut  serta  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadirannya  disebabkan  oleh

suatu halangan yang sah;
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Bahwa,  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan  dengan  jalan  memberi  nasehat,  arahan  dan  penjelasan

kepada  Pemohon  agar  bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan

rumah tangganya dengan  Termohon akan tetapi tidak berhasil,  sedangkan

usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa,  oleh  sebab  upaya  damai  tidak  berhasil,  selanjutnya

pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  pada  pokoknya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  terhadap  permohonan  Pemohon,  jawaban  Termohon  tidak

dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat 

Fotokopi Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  015/15/I/2002 Tanggal  5  Januari

2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah  KUA Pariaman tengah, Kabupaten Padang

Pariaman,  Provinsi  Sumatera  Baratt,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-

nazegelen, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata  cocok,  Ketua  Majelis  memaraf,  membubuhkan  tanggal  dan

memberi kode P;

Bukti Saksi

1. Saksi,  sebagai saudara kandung Pemohon, telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Termohon,  Termohon bernama  Riri

Nofrita; 

- Bahwa  terakhir  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

kontrakan Pemohon dan Termohon di  Pariaman Utara; 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon  selama berumah tangga telah

dikaruniai anak 3 orang; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

harmonis  lagi,  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran dan perselisihan; 

- Bahwa  saksi sering  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran  Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah

masalah  Termohon  kurang  patuh  kepada  Pemohon,  Termohon

kurang  menghargai  keluarga  Pemohon,  Termohon  tidah  patuh

kepada Pemohon bahkan sering minta cerai kepada Pemohon; 

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat

tinggal kurang lebih selama 6 bulan; 

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil; 

2. Saksi,  sebagai  sepupu  Pemohon,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut 

- Bahwa saksi  kenal  dengan Termohon,  Termohon bernama  Riri

Noefrita; 

- Bahwa  terakhir  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

kontrakan Pemohon dan Termohon di Pariaman Utara; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon  selama berumah tangga telah

dikaruniai anak 3 orang; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis  lagi,  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran dan perselisihan; 

- Bahwa  saksi tidak  mendengar  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon  hanya mengetahui  pertengkaran  berdasarkan

keterangan Pemohon; 
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- Bahwa  yang  saksi  tahu dari  cerita  Pemohon penyebab

pertengkaran  tersebut  adalah  masalah  Termohon  tidak  patuh

kepada  Pemohon  Termohon  tidak  menghargai  keluarga

Pemohon,  Termohon  pernah  minta  cerai  kepada  pemohon

Pemohon;

-    Bahwa  saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat

tinggal kurang lebih selama 6 bulan; 

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil; 

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Pemohon menyatakan  tidak

mengajukan alat  bukti  apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara

lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  permohonannya  dan

selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai

satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini  adalah termasuk bidang perkawinan

yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka

berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  tentang

perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

kuasanya  yang  sah  untuk  menghadap  ke  persidangan  meskipun  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  serta  tidak  ternyata  ketidakhadiran

Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus
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dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang,  bahwa  oleh  sebab  antara  Pemohon  dan  Termohon

terdapat  hubungan  perkawinan  sebagai  suami  istri  yang  sah  dan  belum

pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan

hukum  untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  dalam  perkara  ini  (persona

standi in judicio);

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  65  dan Pasal  82

ayat  (1)  dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan  dengan  jalan  memberi  nasehat,  arahan  dan  penjelasan

kepada  Pemohon  agar  bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan

rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,  sedangkan

usaha damai  melalui  proses mediasi  sebagaimana dikehendaki  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Termohon  tidak

pernah hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon,  yang  isinya  tetap  dipertahankan  tanpa  ada  perubahan  dan

penambahan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon  tersebut

dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan

Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi  perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali,

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun

1974  tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon  tidak pernah hadir dalam persidangan

sehingga jawaban Termohon  tidak  dapat  didengar  dan sesuai  ketentuan

Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena
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perkara ini  perkara perceraian sesuai hasil  rumusan hukum kamar agama

Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun

2015 terhadap Pemohon  tetap dibebankan pembuktian sesuai  ketentuan

Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkan  permohonan  cerai  dengan

alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang nomor  1  tahun 1974 tentang Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam, harus terpenuhi  beberapa unsur sebagai  berikut:

(1). Antara Pemohon   dan Termohon  masih terikat dalam perkawinan yang

sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus.  (3).  Kondisi

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak

ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  antara  Pemohon  dan

Termohon  masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  dan  belum  pernah

bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis

yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan

akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim

menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan

ternyata sesuai  dengan akta aslinya,  dengan demikian alat  bukti  tersebut

telah  memenuhi  persyaratan  formil  sebagai  alat  bukti  autentik  yang

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sesuai
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ketentuan Pasal  1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  (P)  terbukti  Pemohon

dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak

ada  bukti  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  bercerai,  maka  sesuai

dengan asas:

ماكان                                         على ماكان بقاء الصل

(hukum  asal  sesuatu  tetap  berlangsung  sebagaimana  yang  lalu

sampai  ada  perubahan  yang  pasti),  oleh  karenanya  telah  terbukti  bahwa

Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan

belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum

untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

(persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  antara  Pemohon  dan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa

sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal

22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon

dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke

persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah

mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

dengan  Pemohon  maupun  Termohon,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak

mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan

masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah

sumpahnya  menerangkan  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan

sekarang  mereka  telah  berpisah,  keterangan  tersebut  saksi-saksi  ketahui

secara langsung dan bukan cerita dari orang lain; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi

tersebut  saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta

mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagai  alat  bukti

sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut

dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

terjadi  perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan

damai  namun  tetap  tidak  berhasil  rukun,  ditambah  antara  Pemohon  dan

Termohon sekarang sudah sudah berpisah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon

sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan

Pemohon agar  rukun  kembali  dengan  Termohon  tetap  tidak  berhasil,  hal

tersebut  merupakan  qarinah (petunjuk)  yang  dapat  ditarik  persangkaan

hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk

rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil

permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan

untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi  perselisihan yang terus menerus akan sulit  untuk

mewujudkan rumah tangga yang bahagia,  yang penuh rahmah dan kasih

sayang  seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru

sebaliknya  akan  menimbulkan  kemudharatan  yang  berkepanjangan  bagi
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salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

pakar Hukum lslam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii

ath-Thalaq  yang  menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian

ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap  guncang/tidak  harmonis  dan  tidak

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang

(tanpa  ruh),  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  isteri-

suami  dalam  “penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan

sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim berpendapat  alasan  perceraian  Pemohon

telah  memenuhi  ketentuan penjelasan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga  permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Menimbang,  bahwa untuk  pelaksanaan ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini

berkekuatan  hukum  tetap,  dengan  memanggil  masing-masing  pihak

berperkara;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I 

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  Talak

satu raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di  depan sidang Pengadilan

Agama Pariaman; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Pariaman pada  hari  Senin tanggal  23  Agustus 2021

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  14  Muharram 1443 Hijriah  oleh  Yang

Ariani, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, S.HI

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh  Fauzi,  S.  Ag. sebagai

Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa  hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

  

Wisri, S.Ag Yang Ariani, S.Ag.,MH

          Hakim Anggota II,

   Osvia Zurina, S.HI.

                                           Panitera Pengganti,
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                                             Fauzi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp.   50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.  330.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

5. Biaya Meterai : Rp.   10.000,-

JUMLAH : Rp. 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
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